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MOTTO :

“Kaya/miskin, hidup terpandang atau barada dikelas bawah, tidak
seorangpun mampu menghindarkan diri dari perasaan menderita, karena
cobaan hidup itu ada dimana-mana, oleh karena itu biasakan diri puas
dan mensyukuri keadaan, maka hidup akan terasa akan penuh

kedamaian.”

Hukum Dan Pembangunan, Majalak Hukum UI, No. 1-3 Th XXVIII Januari,
Jakarta, 1998, hal 32
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RINGKASAN

Sebagai perwujudan dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan
maka perdamaian sangat baik untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Perdamaian dapat
memberikan manfaat bagi pencari keadilan dan masyarakat dalam beracara

Permasalahan yang perlu dikaji adalah tentang latar belakang diadakannya
perdamaian, sifat hukum dan kekuatan eksekusi dari akta perdamaian yang dilaksanakan
pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami latar belakang
timbulnya perdamaian, kekuatan eksekusi dan mengetahui penyelesaian putusan apabila
galah satu pihak ingkar janji dan usaha apa yang dilakukan bagi para pihak.

Perdamaian pada Pengadilan Tingkat Pertama mempunyai kekuatan yang sama
dengan putusan hakim biasa, melekat dengan sendirinya kekuatan hukum tetap,
mempunyai kekuatan eksekutorial dan tertutup upaya Banding dan Kasasi. Perdamaian
berawal dari peranan hakim pada saat sidang pertama mereka hadir dan terbuka pula
sepanjang pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Dari sinilah peranan hakim dan kuasa
hukumnya dituntut untuk aktif memberikan nasehat dan saran atas jaminan hukum yang
timbul dari adanya perdamaian.

Sifat hukum perdamaian adalah dilakukan atas kesukarelaan dan tidak ada
paksaan dari pthak manapun. Hal itu mendasari terjadinya perdamaian pada perkara No.
106/Pdt.G/1999/PN Jr yang mengikat para pihak.

Akibat hukum yang timbul dari perkara ini adalah putusan perdamaian itu sudah
final dan mengikat sejuk dibacakan hakim dalam sidang dan terbuka untuk umum,
mempunyat kekuatan hukum tetap sehingga melekat kekuatan eksekusi serta tertutup
upaya hukum, maka para pihak harus secara sukarela mentaatinya.

Agar tidak timbul permasalahan baru dan hambatan-hambatan maka dalam
perdamaian hakim harus benar-benar jeli sebelum memberikan putusannya Hal ini
meliputi pemahaman terhadap duduk perkara dan latar belakang timbulnya sengketa para

pthak, obyek sengketa bénar-benar merupakan hak daripadanya, menghadirk
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prinsipil pada waktu penanda tanganan, Materi perdamaian harus jelas sehingga dapat
dilakukan eksekusi dan tidak menimbulkan perlawanan pihak ketiga. Dengan
memperhatikan hal-hal diatas perdamaian akan dapat memenuhi keinginan para pihak,
penyelesaiannya cepaf, sederhana dan menyelesaikan sengketa bagi para pihak secara

tuntas.

Xii
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagal makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan yang
beraneka ragam, kebutuhan itu dapat dipenubi secara wajar apabila mereka
mengadakan hubungan antara satu sama lain, dari hubungan itu timbul hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hubungan yang
menimbulkan hak dan kewajiban telah diatwr didalam suatu hukum dan setiap orang
harus mentaatinya sebagai aturan yang berlaku. Tetapi dalam hubungan hukumnya
timbul suatu keadaan dimana yang satu tidak memenuhi kewajibannya, sehingga
pithak yang lain dirugikan. Keadaan demikian itu menimbulkan perselisihan atau
sengketa diantara mereka itu.

Apabila terjadi perselisihan antara individu dalam masyarakat, mereka
terlebih dahulu membawanya didepan pemimpin (seperti kepala kampung, tokoh-
tokoh masyarakat) dan petugas ini sedapat mungkin mendamaikan perselisihan
tersebut (Benny Bosu, 1994:16). Perkara-perkara perdata yang tidak bisa diselesaikan
secara  kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan secara menghakimi  sendiri
(&igenrechting) akan tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan (Riduan Syahrani,
1988:21).

Setiap sengketa pasti ada perkara, akan tetapi tidak setiap perkara
mengandung sengketa, sebab perkara ada yang mengandung sengketa atau yang tidak
mengandung sengketa. Jadi antara perkara dan sengketa terdapat perbedaan
perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah setiap sengketa bisa disebut perkara
tetapi tidak setiap perkara bisa disebut sengketa, sedang persumaannya yaitu sama-
sama diajukan ke pengadilan. Sengketa adalah suatu perkara yang mengandung

perselisihan antar pihak sedang perkara adalah setiap hal yang diajukan ke pengadilan
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baik yang mengandung perselisihan ataupun yang tidak mengandung perselisihan
(Abdul Kadir Muhammad, 1990:18).

Perkara dalam sengketa perdata dimuka pengadilan, pihak penggugat sebagai
pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan selalu mengharapkan kelak gugatannya
dapat dikabulkan oleh hakim dan segera dapat dilaksanakan. Penggugat dalam
gugatannya selalu mencantumkan petitum vyang berisi permohonan kepada
pengadilan agar bersedia menjatuhkan putusan yang dapat dijatuhkan terlebih dahuiu
(Vit Veebaar Bijvoraad). Meskipun oleh pihak lawan diupayakan Banding, Kasasi,
ataupun Peninjauan Kembali (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,
1995:120).

Suatu hal yang pasti pihak penggugat tidak menginginkan proses perkaranya
berjalan berbelit-belit yang tentu akan menghabiskan waktu, biaya dan tenaga
Namun apa yang tidak diinginkan itu akan dengan sendirinya dihadapi, baik suka atau
tidak suka mengingat prosedur lembaga birokrasi lembaga peradilan yang
menyebabkan demikian. Meskipun pasal 4 ayat (2) UU NO. 14 Tahun 1970
menegaskan bahwa : “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya
ringan”, tetapi dalam prakteknya sulit. Kita ambil contoh misalnya, gugatan
penguggat dikabulkan pengadilan dan tergugat mohon Banding ke Pengadilan Tinggi.
Selanjutnya tergugat mohon Kasasi. Dari proses awal sampai akhir tentunya
memerlukan waktu yang relatif lama. Apabila penggugat dari tingkat pertama hingga
tingkat kasasi berhasil memenangkan perkara, maka yang menjadi pertanyaan apakah
dengan sendirinya sudah mudah melaksanakan eksekusi ?. Hal ini belum tentu karena
bisa timbul suatu perlawanan dari pihak ketiga (derden verzet) yang disertai
permohonan penangguhan eksekusi ( Retnowulan Sutantio, Oeripkartawinata,
1995:168-169). Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan itu haruslah pihak ketiga
yang benar jujur dan dengan itikad baik, tetapi banyak yang terjadi dalam praktek,
dimana pihak ketiga itu hanyalah orang suruhan dari tergugat asal (termohon
eksekusi) yang memanfaatkan prosedur acara untuk nienghulang-halangi jalannya

eksekusi. Meskipun ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR tidak menyinggung
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kemungkinan deden verzet, namun secara kasuitis Kctua Pengadilan Negeri sebagai
pelaksana eksekusi dapat menunda jalannya eksekusi (Yahya Harahap, 1995:291-
292). Apabila deden verset itu ditolak dengan alasan pihak ketiga tersebut bukanlah
pihak yang jujur dan tidak beritikad baik, maka tidak tertutup kemungkinan untuk
banding, kemudian kasasi seperti perkara semula yang berlarut-larut.

Apabila deden verzet itu ditolak terus sampai ketingkat kasasi, maka
penggugat asal selakn pemohon eksekusi belum tentu melaksanakan eksekusi dan
mengingatkan kepada Ketua Pengadilan agar menjalankan eksekusi yang sempat
tertunda lama. Semula (termohon eksekusi) bila memiliki pikiran yang panjang tentu
tidak begitu saja obyek sengketa dieksekusi melainkan masih ada jalan lain yaitu
dengan mengajukan permohonan Peninjanan Kembali (PK) ke Makamah Agung,
disertai permohonan lagi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar eksekusi ditunda
terlebih dahulu menunggu putusan Peninjavan Kembali oleh Makamah Agung,
Meskipun pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 mensyaratkan alasan-alasan
limitatif yang dapat digunakan dalam pengajuan Peninjauan Kembali, demikian pula
pasal 62 ayat (2) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa permohonan
Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikun pelaksanaan putusan
pengadilan, namun dalam prakteknya sukar untuk menentukan alasan-alasan
pengajuan Peninjauan Kembali seperti termaksud dalam ketentuan diatas, sehingga
secara kasusistis Ketua Pengadilan dapat menangguhkan eksekusi (Abdul Kadir
Muhammad, 1990:232).

Untuk sekian kalinya, penggugat asa! selaku pemohon eksekusi dituntut untuk
terus bersabar menunggu suatu ketidakpastian. Dari uraian diatas tidak mudah
mencari kepastian hukum dan keadilan melalui jalur peradilan yang seharusnya
adalah tempat mencari kepastian hukum dan keadilan itu sendiri. Penggugat sebagai
pthak yang beritikad baik, jujur dan berhak , akan menghadapi kesulitan lembaga
peradilan sedang pihak tergugat akan memanfaatkannya sebagai alasan yang sah
untuk tidak dulu memenuhi instruksi putusan peradilan. Kaluy perlu upaya hukum

yang memang oleh Undang-Undang dapat dilakukan.
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Melihat penyelesaian suatu perkara perdata yang sangat rumit dan
memerlukan biaya dan waktu yang relatif lama maka sangat baik bila pihak-pihak
yang berperkara, khususnya pihak penggugat yang berinisiatif’ berperkara, untuk
mengakhiri sengketa diantara mereka dengan jalan perdamaian. Penyelesaian dengan
jalan perdamaian senantiasa menguntungkan para pihak, baik dari segi waktu yang
relatif singkat dibanding apabila melalui proses peradilan biasa, dari segi biaya juga
lebith murah karena tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak (Victor M.
Situmorang, 1992:55). Lebih penting lagi perdamaian akan mampu memulihkan
hubungan pihak-pihak tersebut sesama mitra usaha yang memerlukan suasana kerja
sama yang baik dibanding bila mereka berperkara yang tentu mengakibatkan
putusnya hubungan tersebut. Demikian halnya perkara warisan, dengan sendirinya

hubugan keluarga masih tetap terjaga diantara mereka.

1.2 Perumusan Masalah

Beraneka ragam permasalahan dari perkara-perkara yang terdapat di pengadilan,
terutama tentang putusan perdamaian, maka penulis membatasi diri terhadap
masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang timbulnya persetujuan perdamaian di Pengadilan?

[ o¥ ]

Bagaiamanakah Sifat Hukum Akta Perdamaian ?

e

Apakah Akibat Hukum yang timbul dari adanya Akta Perdamaian ?

1.3 Tujuan Penulisan
Dalam penyusunan Skripsi ini, ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus.
1.3.1 Tujuan Umum
1. Guna memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat dan tugas-tugas untuk

mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2. Sebagai suatu bahan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak-pihak
yang berperkara dipengadilan dalam menyelesaikan perkara perdata dengan
perdamaian dalam pemeriksaan dipersidangan,

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dalam skripsi ini, antara lain :

I Untuk mengetahui dan memahami latar belakang timbulnya persetujuan
perdamaian pada pengadilan tingkat pertama.

2. Mengetahui akibat hukum akta perdamaian dan kekuatan eksekutorial bagi
para pihak.

3. Mengetahui penyelesaian putusan apabila salah satu ingkar janji dan usaha-
usaha apa yang dilakukan para pihak.

1.4 Metodelogi

Dalam setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, diperlukan adanya
suatu metode, yakni untuk mengali dan mengolah data dengan memenuhi syarat
ilmiah. Sehingga data-data yang yang diperoleh dan diolah tersebut mempunyai
relevansi dengan apa yang dibahas pada penulisan karya ilmiah itu dan dapat juga
dipertanggung jawabkan secara ilmiah pula.
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Berdasar judul skripsi serta materi yang dibahas, maka didalam penyusunan
skripsi ini metode yang dipergunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif
dan Yuridis Sosiologis, Yuridis Nommatif yaitu mengkaji hubungan peraturan-
peraturan yang satu dengan paraturan yang lain dan mempelajari buku-buku sebagai
dasar dalam memecahkan masalah, Yuridis Sosiologis yaitu peraturan yang berlaku

dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek.

142 Sumber Data
Materi yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini, adalah bersumber dari

dua macam sumber, yaita sumber Data Primer dan sumber Data Sekunder.
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1.4.2.1 Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari keterangan dan
penjelasan-nenjelasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan perdamaian pada

Pengadilan Tingkat Pertama.

1.4.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundangan,
dokumen-dokumen resmi, bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur-
literatur dan media tulis lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang

dikaji.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode Studi Literatur dan
wawancary/Interview.
1.43.1 Studi Literatur

Studr Literatur ini, mencari, mempelajari dan memahami berbagai pendapat-
pendapat, toeri-teori, konsepsi-konsepsi wlaupun penemuan-penemuan  vang
berhubungan eral  dengan pokok permasalahan. Pada metode ini penyusun
mengunakan  dan mencart literatur-literatur  baik yang tersedia diperpustakaan
maupun yang penyusus miliki sendiri, juga dari peraturan perundangan yang

berlaitan dengan perdamaian di pengadilan dan hukum beracara di pengadilan.

1.43.2 Interview

Interview atau wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan
wawancara langsung pada yang diwawancarai, dalam hal ini penyusun mengadakan
wawancara dengan Hakim Pembimbing Mahasiswa, yaitu Bapak Muhamad Hatta,

§.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Jember,
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1.4.4 Analisis Data

Dalam menganalisa data-data yang diperoleh, penyusun mengunakan analisa
Diskritif Kualitatif] yaitu data yang diperoleh diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu
yang utuh, Kemudian dipaparkan dengan jalan mengambarkan sifat dan karakter dari
obyek, selanjutnya dari permasalahan yang timbul ditinjan dan dianalisis berdasarkan
teort dan peraturan-peraturan yang ada, akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan

dari keseluruhan materi skripsi ini
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TOERI

2.1 FAKTA

Mengenai fakta pada Pengadilan Tingkat Pertama, para pihak yang
bersengketa telah berhusil mengupayakan perdamaian diantara mereka. Dalam hal ini
penyusun mengambil perkara perdamaian tersebut pada Pengadilan Negeri Jember
dengan perkara Nomor : 106/Pdt.G/1999/PN.Jr., yang dituangkan dalam akta
perdamaian guna mengakhiri persengketaan bagi kedua belah pihak. Gambaran
sengketa antara penggugat dan tergugat dalam kasus tersebut diatas adalah sebagai
berikut :

Telah terjadi sengketa antara M, HAFIDZ, vang beralamat di Jalan Kepodang
No.10 Bintoro, Jember yang dalam hal ini disebut sebagai “PENGGUGAT” dan
HMZ ANSHORI, S.H. beralamat di Jalan Karimata Gang II No. 07 Jember, untuk
selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT”.

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 1999 telah
mendalilkan bahwa mengajukan gugatan secara perdata dan mohon agar Pengadilan
Negeri Jember untuk berkenan meletakan Sita Jaminan (CB) terhadap barang
bergerak maupun barang tidak bergerak sampai jumlah mencukupi untuk memenuhi
pelaksanaan putusan pengadilan kepada tergugat.

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut: Tepatnya
tanggal 18 Februari 1999, antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan
tukar menukar kendaraan bermontor, Dimana penggugat memiliki kendaraan jenis
Charrade dengan Nomor Polisi P.775 RB dengan nilai jual Rp 12.000.000,00 ditukar
dengan kendaraan milik tergugat yaitu Panther dengan Nomor Polisi P.1571.RJ
dengan nilai jual Rp 41.500.000,00. Dalam kesepakatan tersebut penggugat

disamping menyerahkan kendaraannya juga menambah uang tunai sebesar Rp
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29.500.000,00 . Selanjutnya penggugat menyerahkan kendaraan Charrade dan uang
tunai sebesar Rp 500.000,00 lengkap dengan surat-suratnya, sedangkan tergugat
menyerahkan kendaraan panthernya tanpa dilengkapi surat-suratnya.

Eemudian pada tanggal 22 Februari 1999, tergugat datang ke rumah
penggugat untuk mengambil sisa uangnya dan pada waktu itu penggugat
menyerahkan kepada tergugat sebesar Rp 9.500.000,09 sedangkan BPKB nya belum
diserahkan. Bahwa ternyata setelah kendaraan Panther tersebut dipakai oleh
penggugat baru mencapai jarak kurang dari 2 Km kendaraan tersebut rusak
(mengalami kelainan pada mesinnya) yang akhirmya dimasukan bengkel, dan dalam
perbaikannya penggugat mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.556.500,00 yang
seharusnya biaya perbaikan tersebut menjadi tanggungan dari tergugat.

Pada tanggal 1 Maret 1999, tergugat datang lagi ke rumah penggugat untuk
mengambil vang lagi sebesar Rp 3000.000,00 selanjutnya pada tanggal 10 Maret
1999, yaitu empat hari lebih awal dari akhir perjanjian pelunasan, penggugat
menyediakan uang sebesar Rp 14.000.000,00 untuk diserahkan kepada tergugat.
Tetapi tergugat menolak dengan alasan mau bermusyawarah terlebih dahulu dengan
pihak keluarga, akhimya tidak diperoleh kesepakatan, dan untuk sementara tergugat
meminta uang sebesar Rp 10.000.000,00 sedangkan BPKB kendaraan Panther
tersebut belum diserahkan. Sehingga total keseluruhan uang yang diterima tergugat
adalah sebesar Rp 37.556.500,00 (Termasuk biaya perbaikan dan nilai jual kendaraan
Charrade).

Atas perbuatan tergugat pihak penggugat tidak dapat memperpanjang STNKB
kendaraan Panthernya, karena telah diblokir oleh tergugat, sehingga anak uang dan
pemakaian kendaraan terbatas dan berakibat merugikan kepentingan pihak
penggugat. Oleh karena pemblokiran itu kehendak dan rekayasa dari tergugat, maka
perbuatan tersebut adalah bersifat melawan hukum dan merugikan penggugat.

Dengan demikian kesepakatan antara kedua belah pihak tidak terpenuhi, maka
penggugat minta kepada tergugat untuk mengembalikan seluruh uang yang diterima
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tergugat sebesar Rp 37.556.500,00 Bahwa dalam hal ini penggugat juga mengajukan
gugatan ganti kerugian baik secara moriil maupun secara materiil, yaitu :

a. Secara moriil sebesar Rp 15.000.000,00

b. Secara materiil sebesar Rp 10.000.000,00

Jumlah tuntutan ganti kerugian sebesar ~ Rp 25.000.000,00
Yang harus ditanggung sepenuhnya oleh tergugat.

Guna memenuhi maksud dan tujuan tuntutan, yaitu tergugat terhutang
pengembalian sebesar Rp 37.556.500,00 dan tuntutan ganti kerugian sebesar Rp
25.000.000,00. Maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember berkenan
meletakan Sita Jaminan (CB) terhadap barang bergerak ataupun barang tidak
bergerak sampai jumlah mencukupi untuk pelaksanaan putusan pengadilan dalam
perkara ini, dilandaskan pada alasan-alasan hukum dan bukti-bukti yang akhurat
maka berdasar pada pasal 180 (1) HIR, maka Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan
putusan yang dspat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan
Kasasi.

Berdasar wraian diatas, penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jember

berkenan memeriksa dan mengadili dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan secara keseluruhan.

2. Menyatakan sah dan berharga apabila dilaksanakan terhadap sita jaminan
(CB).

3 Menyatakan batal demi hukum kesepakatan antara penggugat dan tergugat.

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan uvang sebesar Rp 37.556.500,00

secara kontan sekaligus.

5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp
25.000.000,00.

6. Meuyatakan putusan ini dapat dilaksauakan terlebih dahulu, meskipun ada
upaya Banding dan Kasasi.

Z Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkura.
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Kemudian tergugat memberikan Jawaban (Eksepsi) yang pada intinya
mengatakan bahwa BPKB kendaraan Panther sengaju tidak diserahkan karena
penggugat belum melunasi secara keseluruhan dari yang telah disepakati bersama
Penggugat dipandang tidak mempunyai itikad baik dan hal it hanya upaya
penggugat untuk segera tidak melunasi sisa uang dari seluruh pelunasan. Selanjutnya
tergugat tidak pernah bermaksud untuk memblokir terhadap BPKB kendaraan
Panther tersebut, hal itu hanya merupakan perbuatan dan tindakan dari penggugat itu
sendiri. Kemudian terhadap perbaikan kerusakan kendaraan, tergugat tidak menerima
atay menolak, karena sebelum terjadi kesepakatan, pada tanggal 15 Februari 1999,
penggugat telah memeriksa dan melihat kondisi kendaran kemudian mencoba
kendaraan Panther tersebut dengan jarak kurang lebih 2 Km. Kemudian pada tanggal
18 Februari 1999, pada saat kesepakatan terjadi penggugat juga memeriksa dan
melihat kondisi dari mesin kendaraan Panther itu dan tidak ada apa-apa. Kemudian
semenjak tanggal 18 Februari 1999 tersebut tergugat melihat bahwa penggugat selalu
menggunakan setiap hari Panther itu antara Bintoro sampai Patrang untuk mengajar
disekolah.

Bahwa tergugat juga melakukan gugat balik (Gugat rekonvensi) menjadi
Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang berisi
agar penggugat konvensi untuk segera melunasi sisa pembayaran terutang dari
kesepakatan tukar menukar kendaraan itu. Dan memohon kepada Pengadilan Neger
Jember untuk tidak mengabulkan atau menolak alasan-alasan dari keseluruhan dari
penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, setelah mendengarkan
keterangan dan saksi-saksi dan memeriksa alat bukti, maka para pihak mengetahui
dan memahami duduk perkara yang sebenarnya, sehingga kedua belah pihak atas
kesadaran sendiri dan atas saran dari hakim berhasil mengadakan persetujuan
perdamaian sebelum perkara tersebut diputus oleh hakim Ketua yang memimpin
persidangan, persetujuan perdamaian itu dituangkan dalam Akta Perdamaian NO.
106/Pdt.G/1999/PN.Jr. yang berisi :
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1. Pihak penggugat membayar kontan atas sisa keuangan gebesar Rp
6.500.000,00 kepada tergugat.

2. Demikian pula pihak tergugat menyerahkan BPKB kendaraan mobil Isuzu
Panther NOPOL P.1571.RJ kepada penggugat.

: Bahwa segala biaya perkara sepenuhya ditanggung oleh pihak penggugat.

Berdasar pada persetujuan perdamaian tersebut, hakim menjatuhkan putusan yang

berisi menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah sepakati

oleh mereka itu.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum vang digunakan penyusun guna membahas permasalahan dalam
skripsi ini, antara lain adalah
a  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Buku II, Bab XVII, vaitu pasal 1851-1864 yang mengatur Tentang
Perdamaian.
Buku II,Bab I, Bagian Kedua, pada pasal 1320-1321 Tentang Asas-asas
umum yang memuat syarat sahnya perjanjian dan unsur-unsur dari perjanjian.
Buku 111, Bab 1, Bagian Ketiga, pada pasal 1338-1339 yaitu Tentang akibat-
akibat perjanjian.
b. Pasal 130 HIR (Herziene Indonesisch Reglement) dan pasal 154 R.Bg (Recht
Reglement Buitenngewesten).
¢.  Undang-Undang No.‘:14 Tahun 1970.
Bab I, pada pasal 4-5 Tentang Ketentuan Umum Kekuasaan Kehakiman.

Bab 11, yaitu pasal 23 Tentang Putusan Pengadilan.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perdamaian

Pengertian perdamaian telah diatur secara jelas dalam pasal 1851 KUH

Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
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Pasal 1851 K.UH Perdata menyebutkan bahwa :
« Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak,
dengan menyerahkan menjanjikan, menahan suatu barang, mengakhiri suatu
perkara yang bergantung ataupun mencegah timbuloya suatu perkara,
persetujuan it tidak sah melainkan secara tertulis”.
Dari pengertian diatas, kedua belah pihak saling melepaskan sebagian dari tuntutan
mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk
mencegah timbulnya suatu perkara. Oleh karena harus ada timbal balik dalam
pengotbanan pada diri pihak-pihak yang berperkara, maka tiada perdamaian bila
calah satu mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuniutan lawan seluruhnya
(Victor M Situmorang, 1992:3). Perdamaian merupakan persetujuan yang formal,
karenanya tidak mengikat kalau tidak diadakan secara tertulis (R Subekti, 1993:178).
Perihal perdamajan juga diatur dalam pasal 130 HIR dan 154 R.Bg yang
menyebutkan sebagai berikut :
L. Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, muka
Pengadilan Negeri dengan pertolongan Ketua mencoba akan mendamaikan

mereka.

:p)

Jika perdmmnaian yang demikian atau dapat dicapai, maka pada waktu
bersidang diperbuat surat (Akta) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak
dihukum atau menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan

berkekuatan dan jalankan sebagai putusan yang biasa.

‘od

Tentang putusan yang demikian itu tidak diijinkan dimintakan Banding.
4. Jika pada waktu meucoba mendamaikan kedua belah pihak perlu dipakai
seorang Juru Bahasa maka hal it diturutlah pasal yang berikut ini.
Dari ketentuan pasal 130 HIR /154 R.Bg tersebut, maka hakim sebelum memeriksa
perkara perdata haruslah berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
Perdamaian yang dibuat untuk mengakhiri suatu sengketa perdata dibuat atas
dasar persetujuan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak

lain (Retnowulan Sutantio, Oerip kartawinata, 1995:36).
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2.3.2 Syarat Perdamaian
Memperhatikan bunyi pasal 1851 KUH Perdata dan pasal 130 HIR/154 R.Bg,
maka terlihat jelas beberapa syarat formal yang harus dipenuhi dalam persetujuan
perdamaian, antara lain adalah harus ada persetujuan kedua belah pihak, persetujuan
perdamaian harus mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat penghabisan, Perdamaian
tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perkaranya dengan jalan damai atas
sengketa yang ada, serta persetujuan perdamaian haruslah berbentuk tertulis (Victor
M. Situmorang, 1992:6).
2.3.2.1 Adanya Persetujuan Kedua Belah Pihak
Adanya persetujuan kedua belah pihak, artinya bahwa para pihak sama-sama
menyetujui dengan sukarela mengakhiri sengketa. Persetujuan itu bukan kehendak
salah satu pihak saja atau hakim. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa isi akta
perdamaian adalah hasil kesepakatan antara kedua belah pihak, yang secara tulus dan
sukarela dan bukan karena adanya tekanan dari pihak lain. Untuk itu berlaku
sepenulinya unsur-unsur persetujuan sebagaiamana diatur dalam pasal 1320 KUH
Perdata yang menyebutkan :
a. Adanya sepakat antara kedua belah pihak secara sukarela.
b. Kedua belah pihak cakap untuk membuat persetujuan.
¢. Dibuat persetujuan mengenai pokok tertentu.
d. Berdasarkan alasan yang diperbolehkan.
Dalam perjanjian perdamaian tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensial
persetujuan, artinya tidak boleh mengandung kekeliruan, paksaan ataupun penipuan.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditegaskan dalan pasal 1321 KUH Perdata :
“ Tiada sepakat yang sah apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan
(dwang), atan dengan paksaan (dwaling), atau diperoleh dengan penipuan
(bedrog)”.
Dari ketentuan tersebut diartikan bilamana kesepakatan yang dilakukan pihak-pihak

itu atas dasar dwang, dwaling, atau bedrog maka kesepakatan tersebut merupakan
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persetujuan kehendak yang cacat (Willsbgebrek), sehingga persetujuan perdamaian
itu dapat dibatalkan.

Dengan deniikian dalam persetujuan yang diberikan, semua pthak tidak boleh
terkandung unsur
Q. Kekeliruan (dwaling).
b. Paksaan (dwang).
c. Penipuan (bedrog).
Sedangkan dalam pasal 1859 K.UH Perdata ditegaskan bahwa persetujuan perdamaian
itu “dapat dibatalkan” apabila terjadi kekhilafan terhadap :
fl. Mengenaiorangnya
b. Mengenai pokok yang menjadi perselisihan.
Apabila terjadi kekhilafan tersebut diatas, maka dapat dibatalkan dalam segala hal
dimana telah dilakukan penipuan dan paksaan.

Kemudian dalam pasal 1860 KUH Perdata dikatakan beberapa fakta

kesalalipahaman persetujuan perdamaian, seperti :

d K.esalahpahaman tentang duduk perkaranya, atau
b. Kasalahpahaman tentang suatu alas hak yang batal.
Berdasar pasal 1860 KU Perdata, maka kesalahpahaman tentang duduk perkara atau

kesalahpahaman tentang suatu alas hak yang batal, dapatlah suatu perdamaian
dibatalkan, kecuali apabila para pihak menyatakan secara tegas telah mengadakan
perdamaian terhadap kebatalan dari hal tersebut.

Begitu juga penipuan atan paksaan, telah ditegaskan dalam pasal 1859 ayat
(2) XUH Perdata sebagai cacat dalam persetujuan perdamaian yang dapat dijadikan
dasar pembatalan persetujuan perdamaian. Malahan pasal 1861 KUH Perdata telah
mengancam persetujuan perdamaian batal demi hukum apabila dasar persetujuan
dalam putusan perdamaian didasarkan atas surat dinyatakan palsu. Pasal tersebut
mengemukakan bahwa : * suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat

yang kemudian dinyatakan palsu sama sekali batal “ | lain halnya mengenai
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kekeliruan perhitungan. Menurut pasal 1864 KUH Perdata, kekeliruan mengenai
perhitungan dalam putusan perdamaian termuat :

a. tidak membatalkan putusan.

b. Harus diperbaiki.

Dari bunyi pasal ini, khusus mengenai kekeliruan perhitungan jumlah tidak dapat
dijadikan alasan pembatalan putusan perdamaian. Kekeliruan mengenai perhitungan
jumlah “harus” diperbaiki, Keharusan memperbaiki kekeliruan jumlah bersifat
“imperatif’, apabila terdapat kekeliruan jumlah, semua pihak tidak boleh
mempertahankannya atas alasan yang telah disepakati bersama sebelumnya, satu-satu
penyelesaian yang dikehendaki undang-undang jelas kekeliruan itu dengan jalan
memperbaiki, sehingga perhitungan jumlah itu diperbaiki sesuai dengan jumlah yang

sebenarnya (M. Yahya Harahap, 1995:274).

2.3.2.2 Mengakhiri Snatu Sengketa

Persetujuan perdamaian harus benar-benar mengakhiri sengketa yang sedang
terjadi. Persetujuan perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa antara
kedua belah pihak dianggap tidak memenuhi syarat formal putusan perdamaian.
Dianggap demikian itu “tidak sah” dan “tidak mengikat” kepada kedua belah pihak
(Yahya Harahap, 1977:274).

2.3.2.3 Perdamaian Atas Sengketa Yang Telah Ada
Syarat lain yang menjadi dasar perjanjian perdamaian haruslah didasarkan

atas persengketaan yung telah ada. Maka persengketaan itu meliputi :

a Sengketa yang terwujud perkara di pengadilan.

b. Sengketa yang sudah nyata terwujud tapi belum diajukan ke pengadilan,
gsehingga perdamaian yang dibuat oleh pihak-pihak adalah mencegah
terjadinva perkara disidang pengadilan.

Jadi kelirulah pendapat yang mengemukakan bahwa putusan perdamaian hanya dapat

dilakukan dari sengketa perdata yang telah diperiksa atau masih tergantung di
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pengadilan. Pendapat demikian berarti mengurangi kebolehan yang ditentukan oleh
pasal 1851 KUH Perdata, sebab pasal 1851 KUH Perdata memuat bahwa putusan
perdamaian dapat dilahirkan dari suatu persengketaan yang diajukan ke pengadilan.

Dalam putusan Makamah Agung tanggal 27 Juli 1962 No. 169K/Sip/1962
menyebutkan bahwa :

Persetujuan perdamaian (dading) menurut pasal 1851 KUH Perdata adalah
persetujuan untuk menghentikan perkara perdata yang sedang diperiksa oleh
pengadilan atau yang dinjukan ke pengadilan dengan menyerahkan,
menjanjikan, atau menahan suatu barang, karena in casu sewaktu diadakan
perjanjian perdamaian didepan notaris, perselisihan kedua belah pihak baru
dalam taraf pemeriksaan polisi, perjanjian perdamaian itu tidak sah (Victor
M. Situmorang, 1992:276).

Dari putusan Makamah Agung tersebut dijelaskan bahwa perjanjian perdamaian tidak

hanya dapat dilahirkan atas perkara perdata yang sudah terwujud secara murni akan

tetapi belum diajukan ke pengadilan, sebab salah satu tujuan perdamaian itu adalah

untuk mencegah terjadinya sengketa perdata di pengadilan.

2.3.2.4 Berbentuk Tertulis

Syarat formal yang paling pokok suatu persetujuan perdamaian adalah
mewujudkan persetujuan dalam bentuk tertulis. Syarat itu ditegaskan dalam pasal
1851 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa Perdamaian itu tidak sah, melainkan
dalam bentuk tertulis, artinya suatu persetujuan perdamaian dikatakan tidak sah
apabila dibuat secara lisan. Sedangkan sahnya suatu persetujuan perdamaian apabila
dibuat secara tertulis, hakim pengadilan menjatuhkan putusannya sesuai dengan isi
persetujuan dengan Diktum (amar) yang berisi menghukum para pihak untuk
mentaati apa yang tertulis dalam isi persetujuan perdamaian yang dibuat oleh mereka
itu. Maksudnya adalah untuk menjaga kepastian hukum adanya perjanjian tersebut,
hal mana didalamnya diatur tentang hak dan kewajiban serta mengatur tata cara

pemenuhannya
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2.3.3 Pengertian Akta Perdamaian

Pengertian akta perdamaian menurut Victor M. Situmorang (1992:11)

didalam bukunya adalah : X
“suatu persetujuan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dan terdapat
dalam persetujuan itu para pihak tidak minta pengukuhan dari pengadilan™.

Pada akta perdamaian vang dilakukan didalam persidangan pada Pengadilan
Tingkat Pertama, maka akta perdamaian itu merupakan akta yang outentik karena
dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah
hakim (Sudikno Mertokusumo, 1993:123). Akta outentik terutama memuat
keterangan dari seorang pejabat yang menerangkan apa yang dilakukannya, dan
dilihat dihadapannya.

Akta perdamaian merupakan bukti bagi para pihak bahwa sengketa antar
pihak sudah selesai sama sekali dengan jalan damai, dan disaksikan pula oleh hakim
yang memeriksa perkara

Dalam akta perdamaian hakim tidak memutus mengenai pokok perkaranya,
oleh karena itu hakim hanya menentukan menghukum para pihak agar melaksanakan
perjanjian serta mentaatinya. Pada hakekatnya akta perdamaian berkekuatan seperti
putusan hakim yang memiiiki kekuatan hukum yang tetap dan dijalankan seperti
keputusan pada perkara biasa (Victor M. Situmorang, 1992:55).

2.3.4 Pengertian Putusan Perdamaian

Setelah persetujuan perdamaian dalam bentuk askta selesai dan para pihak
menandatangani akta persetujuan perdamaian, maka para pihak meminta kepada
hakim (pengadilan) untuk menjatuhkan putusannya terhadap persetujuan perdamaian
sebagai putusan perdamaian.

Putusan perdamaian yang diputus hakim dipengadilan, merupakan hal yang
sangat penting bagi para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
Terhadap sengketa yang mereka hadapi, menwut Prof Dr. Sudikno Mertokusumo,
S.H. (1993:147) mengemukakan bahwa :
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“Putusan perdamaian dipengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan
pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum dalam menyelesaikan
atau mengakhiri perkara dalam sengketa perdata”.

Dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang NO.14 Tahun 1970 menyebutkan
buhwa setiap putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam
bentuk tertulis dan harus ditanda tangani oleh Hakim Ketua Sidang dan Hakim
Anggota yang ikut memeriksa dan memutus perkara serta Panitera Pengganti yang
ikut dalam sidang, A

Berdaswkan adanys perdamaian antara kedua belah pihak itu maka hakim
menjatuhkan putusannya dalam akta atau acta van vergelijk (Sudikno Mertokusumo,
1993 : £7). Putusan perdamaian selalu memuat perintah pengadilan yany mempunyai
sifat Condem natoir/menghukum kepada pihak yang bersengketa, untuk mentaati isi
dar1 akta perdamaian tersebut (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,

1995:36).
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BAB I11
PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Timbulnya Persetujuan Perdamaian DiPengadilan

Persetujuan perdamaian di pengadilan dilatar belakangi adanya suatu sengketa
antara dua orang atau lebih pihak, kemudian yang berinisiatif mengajukan tuntutan
hak (gugatan) disebut sebagai Penggugat dan pihak lawan disebut Tergugat. Dalam
suatu gugatan ada seseorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak
mereka telah dilanggar, tetapi orang yang “dirasa” melanggar haknya atas mereka itu,
tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Dalam menentukan
siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya putusan hakim (Retnowulan
Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1995:10). Hal itu menyebabkan telah terjadi
adanya sengketa perdata diantara para pihak yang harus diselesaikan antara mereka.

Berdasarkan pada prosedur birokrasi lembaga Peradilan, apabila penggugat
menang pada Pengadilan Tingkat Pertama, akan diupayakan Banding oleh pihak
tergugat, kemudian dilanjutkan dengan Kasasi. Mengingat itu, dalam kenyataan
penyelesaian perkaranya akan membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang
tidak sedikit, dengan demikian jalan perdamaian merupakan pilihan terbaik bagi para
pihak, baik dari segi waktu, biaya dan tidak kalah penting dapat memulihkan
hubungan baik diantara pihak-pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat maupun
pihak tergugat dapat merasa sama-sama puas dalam mengakhiri penyelesaian
perkaranya.

Perdamaian berawa! dari masuknya gugatan oleh penggugat pada pengadilan,
maka hakim kemudian memanggil pihak-pihak kalau pada hari sidang yang telah
ditetapkan dua belah pihak hadir, maka Pengadilan Negeri dengan pertolongan hakim
berusaha mendamaikan mereka (pasal 130 HIR, 154 RB.g). Pada saat inilah hakim
dapat berperan secara aktif sebagaimana dikehendaki HIR. Untuk keperluan

20
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perdamaian itu sidang lalu diundur untuk memberi kesempatan mengadakan
perdamaian.

Peranan hakim mengusahakan penyelesaian perkara secara damai adalah
sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi
masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan
(Justitiabelen). Manfaat perdamaian adalah sengketa selesai sama sekall,
penyelesaiannya cepal dan ongkosnya ringan, selain itu permusuhan antara kedua
belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik perkara
sampai diputus dengan putusan biasa, wmisalnya pihak tergugat dikalahkan dan
pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.

Pengadilan sesuai peranannya dalam masyarakat sebagai lembaga
mendukung tegaknya hukum dan keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan setiap
perkara yang diajukan kepadanya. Sesuai asas peradilan yang modern dituntut adanya
pelaksanaan peradilan yang cepat dan murah, lembaga ini tidak akan berfungsi
apabila mengabaikan asas-asasnya, sebab setiap orang ingin perkara yang diajukan
selesai dengan cepat, tepat dan ongkos murah. Berdasar hal itu, perdamaian adalah
werupakan upaya yang baik untuk mewujudkan asas peradilan yang dikehendaki oleh
semua pihak (Victor M Situmorang, 1992:42).

3.1.1 Peranan Hakim Dan Pengacara Dalam Mengadakan Perdamaian Bagi
Para Pihak.

a. Peranan Hakim

Hakim dalam memeriksa perkara pidata bersifat pasif dalam arti kata bahwa
ruang lingkup atau Inas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa
pada asasnya ditentukan oleh para pihak yang berkara dan bukan oleh hakim. Para
pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke muka
pengadilan, hakim tidak dapat menghalang-halanginya. Hal ini berupa perdamaian

atau pencabutan gugaian (pusal 130 HIR dan pasal 154 RB.g).
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Dalam hal hakim bersifat pasif hanyalah berarti bahwa hakim tidak
menentukan luas pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah atau menguranginya,
tetapi tidak berarti bahwa hakim sama rekali tidak aktif selaku pimpinan sidang.
Hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak sebagai pegawai atau
sekedar alat bagi para pihak, hakim harus berusaha sekeras-kerasnya dalam mengatasi
masalah, hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Hakim berhak
memberi nasihat kepada kedua belah pihak dalam menunjukkan upaya hukum dan
memberi keterangan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan sistem HIR dan Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengaharuskan pola hakim aktif, karena yang
dituju dengan kekuasaan kehakiman dalam pasal 24 UUD 1945 adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasar Pancasila demi terlaksananya Negara Hukum RI (Sudikno
Mertokusumo, 1993:13).

Hakim mengusahakan perdamaian ini bersifat aktif, yaitu secara serius dan
rutin untuk mengajak dan menggiring para pihak yang bersengketa ke meja
“perdamaian”. Disampiug itu hakim harus benar-benar memahami duduk perkara
sebenamya dan bertindak sebagai “juru damai” yang berdiri ditengah. Dalam
memberikan penyuluhan, keterangan dan saran-saran ataupun nasehat, meliputi juga
pula penjelasan mengenai jaminan hukum bila dikemudian timbul hal-hal yang tak
terduga akan sengketa yang didamaikan.

Hakim sebagai pihak yang berdiri di tengah dengan sendirinya harus
mempunyai plus diluar disiplin ilmunya, misalnya tentang psikologi. Dengan
mengetahui psikologi berarti hakim akan mudah membaca dan memahami para pihak
yang bersengketa dengan segala latar belakanguya (duduk perkara sengketa, latar
belakang keluarga, dsb.). Ataupun dengan kata lain hakim didalam upaya perdamaian
dapat pula Lertindak seolah-olah sebagai lazimnya seorang psikologi (Victor M.
Situmorang, 1992:25).

Apabila dalam kenyataan sukar untuk psikologi maka hakim dapat meminta

jasa seorang psikologi profesional untuk bersama-sama menggiring para pihak yang
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bersengketa menempuh jalan perdamaian, bentuk upaya ini bukanlah mudah dalam
prakteknya, namun tidak ada salahnya jika yang akan memberi jalan terbaik
ditempuh.

Mengenai konsep perdamaian haruslah jelas bagi kedua belah pihak yang
bersengketa. Hal ini karena upaya perdamaian dalam mengalami kegagalan semata-
mata disebabkan para pihak tidak mengetahui bagaimana konsep perdamaian
sesungguhnya. Disini hakim haruslah benar-benar mengkaji konsep perdamaian
jikalau mungkin dengan menggunakan seorang ahli bahasa (pasal 130 ayat (4) HIR).

Apabila ternyata usaha hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang
bersengketa itu tidak berhasil ia memeriksa perkara yang dibuka dan dimulai dengan
pembacaan suraf tuntutan. Pendakwa kemudian dengan pembacaan setiap surat yang
telah diserahkan kﬁpada hakim, baik oleh pendakwa maupun oleh terdakwa dan
diperiksa secara seksama (S.M Amin, 1981:178).

b. Peranan Pengacara

Suatu hal lagi didalam upaya perdamaian, peranan yang tidak kalah penting
adalah Pengacara atau Kuasa Hukum. Memang pada hakekatnya, dengan melewati
jalur perdamaian, kemungkinan “uang jasa” yang diterima oleh pihak pengacara akan
berkurang nilainya. Disinilah idialisme pengacara dituntut berperan menonjol
daripada sifat bisnisnya. Apabila para pengacara sudah sepakat untuk menempuh
jalur perdamaian, bukan hal mustahil para pihak yang bersengketa akan menurutinya.
Sehingga peranan hakimpun tidak terlalu berat.

Mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak tidak segampang kita
menyebutkannya. Dalam proses awal disistem perdamaian kelihatannya yang paling
banyak berperan bahkan yang mencetuskan gagasan, inisiatif /prakarsa, penting atau
perlunya diadakan perdamaian, bukanlah para pihak yang bersengketa, melainkan
pihak perantara yang berperkara yakni para ahli hukum , advokat dan pengacara.

Para pengacara menyadari dengan sepenuhnya bahwa tugas itu adalah dem:
kepentingan masyarakat dan menjaga kerukunan, keharmonisan hubungan pihak-

pihak yang berperkara, dan bukan sekedar kepentingan pribadinya.
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Peranan Pengacara dan Advokat dalam mendamaikan pihak yang bersengketa
dituntut mengetahuan dan pengalaman dengan kebijaksanaanya, untuk secara aktif
dan kreatif memberikan pengertian kepada klien yang diwakilinya dan pihak sebelah
yang dihadapinya, agar sengketa perdata mereka dapat diselesaikan secara damai
(Victor M. Situmorang, 1992:27).

3.1.2 Manfaat Perdamaian Dalam Sengketa Perdata

Bertitik tolak pada dasar pemikiran kenapa harus memilih perdamaian,
sebenamya sudah diketahui meskipun mungkin terlewatkan, Dalam sengketa perdata
yang terjadi dalam masyarakat efeknya pasti menimbulkan ketegangan terhadap para
pihak-pihak yang bersengketa, bahkan terhadap keluarga dari pihak-pihak yang
bersengketa. Hal ini berarti hubungan kemasyarakatan antar anggota-anggota
masyarakat yang bersengketa itu bergeser dari posisinya yang semula harmonis
kepada pertentangan sebagai konseckwensi dari hubungan adanya sengketa antara
mereka itu.

Pada tuntutan hak yang diajukan penggugat biasanya bukan lagi didasari pada
rasa kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan dan kasih sayang, tapi sudah didasari
rasa permusuhan dan kebencian yang lebih banyak dikendalikan oleh emosi daripada
akal schat. Selanjutnya pertentangan itu akan semakin tajam, dan apabila tidak segera
diselesaikan tidak jarang menimbulkan kehancuran hubungan bagi para pihak.
Disinilah manfaat perdamaian yaitu menjadi jalan yang terbaik dalam mengakhiri
sengketa bagi pihak yang berperkara.

Manfaat perdamaian bagi kedua belah pihak yang bersengketa adalah
menghasilkan putusan lahiriah, bathiniah dan hubungan kedua belahnya diharapkan
terjalin kembali seperti sedia kala, bahkan dengan terjalinnya perdamaian acap kali
membawa hubungan bagi para pihak menjadi lebih intim dan akrab dari keadaan
semula (Victor M. Situmorang, 1992:17). Perdamaian mempunyai menfaat perkara
terselessikan sama sekali terhadap sengketa yang ada, penyelesaiannya cepat dan

ongkosnya ringan, hal ini lebih baik bila diputus secara biasa, dimana pihak tergugat
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dikalahkan dan pelaksanaan putusannya harus dilaksanakan secara paksa
(Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1995:36).

3.2 Sifat Hukum Dari Akta Perdamaian

Seperti yang dijelaskan dalam Bab II, bahwa perdamaian dimuka persidangan
berawal dari persetujuan para pihak atau disebut persetujuan perdamaian Syarat
formal yang paling pokok dari persetujuan perdamaian menurut pasal 1851 KUH
Perdata adalah secara tertulis. Jadi dapat dikatakan bahwa putusan perdamaian itu
berbentuk tertulis, dalam pasal 130 HIR pada ayat 2 tertulis :

Jika perdamaién vang demikian itu terjadi maka tentang hal itu pada waktu

sidang diperbuat surat (akta) tentang itu, dengan mana kedua belah pihak

dihukum atu menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan
berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan yang biasa
Maka selaiu berbentuk tertulis juga dituangkan dalam sebuah surat (akta) tentang
perdamaian itu.

M Yahya Harahap (1995:276) dalam bukunya mengemukakan bahwa
persetujuan perdamaian adalah berbentuk “putusan perdamaian” apabila terhadap
persetujuan itu dimintakan putusan hakim di pengadilan.

Berdasar yang diuraikan oleh M Yahya diatas dapat dikatakan bahwa
persetujuan perdamian yang dilakukan dimuka hakim atau didalam persidangan
adalah berbentuk putusan yang sama dengan putusan hakim lain, tetapi dalam
putusan ini tidak dapat dimintakan banding dan Kasasi (pasal 130 ayat (3) HIR).

Apabila perdamaian para pihak dapat tercapai, biasanya dituangkan dalam
perjanjian dibawah tangan, maka berdasar perjanjian itu, hakim menjatuhkan putusan
(acte van vergelijk), yang isinya mewajibkan pihak-pihak untuk melaksanakan isi
perjanjian perdamaian yang mereka buat (Riduan Syahrani, 1988:50).

Dengan demikian setelah putusan perdamaian dibacakan oleh hakim,

terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(inkracht van gewifsde), final dan mengikat para pihak yang bersengketa Bagi
mereka tidak ada jalan lain kecuali harus mentaati isi putusan perdamaian itu.

Putusan perdamaian pada dasarnya merupakan produk dari lembaga peradilan.
Meskipun bukan sepenuhnya hasil kreasi dari peradilan, melainkan hasil kreasi para
pihak berperkara yang memang telah sepakat mengakhiri sengketa dengan membuat
akta perdamaian, akta perdamaian kemudian diserahkan pada hakim untuk dibuat
bentuknya menjadi putusan perdamian. Oleh karena itu hakim tidak menambah atau
mengurangi kata demi kata akta perdamaian yang sifatnya non formal yang telah
disepakati oleh: kedua belah pihak.

Hakim hanya menambah hal-hal tertentu yang merupakan putusan peradilan
yang juga isi putusan perdamaian yang diputus oleh hakim, yaitu :

a Kepala putusan, sesuai dengan yang tercantuin dalam pasal 4 ayat (1) Undang-
Undang No. 14 Tahun 1970.

b. Ideutitas para pihak

c. Pertimbangan
Biasanya dalam hal tercapainya perdamaian, uraian isi pertimbangan cukup hanya
mengambil alih akta perdamaian yang dibuat para pihak untuk seluruhnya tanpa
adanya pengurangan walaupun sedikit.

d. Dictum (amar putusan)
Dictum berisi kewajiban kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk
menaati dan meleksanakan isi putusan perdamaian. Disinilah tampak perbedaan
antara putusan perdamaian dengan putusan yang bukan putusan perdamaian,
yakni dalam putusan perdamaian tidak ada yang kalah atau menang, oleh
karenanya di hukum untuk mentaati dan melaksanakan adalah kedua belah pihak,
sedang pada putusan biasa yang dihukum adalah pihak yang kalah.

e. Keterangan-keterangan lain, diantaranya berisikan tentang tanggal, bulan dan
tahun saat diucapkarnya putusan perdamaian dalam sidang yang terbuka untuk
umum. Termuat juga keterangan nama hakim, panitera, biaya perkara dan

sebagainya (Basuki Reksowibowo, 1993:27).
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Penambahan diatas pada akta perdamaian merupakan formalitas yang harus dilakukan
untuk meningkatkan dan menyempurnakan dari akta perjanjian perdamaian menjadi
putusan perdamaian sekaligus memberi titel eksekutorialnya.

Sifat dari akta perdamaian sendiri adalah “mau sama mau” dan merupakan
persetujuan perdamaian antara kedua belah pihak secara sukarela. Maka terhadap
pasal 130 HIR, yang bersangkutan dihukum untuk menepati isi perjanjian yang
diperbuat itu dan tidak dapat dimintakan Banding dan Kasasi (pasal 130 ayat (3)
HIR). Proses selesai sama sekali dan seandainya suatu waktu diajukan kembali
persoalan yang sama oleh salah satu pihak atau ahli wans dan mereka mendapat hak
daripadanya, maka gugatan terakhir ini, akan dinyatakan ‘“Nebis In Idem” dan
karenanya tidak dapat diterima (Victor M. Situmorang, 1992:46).

Perdamaian adalah persetujuan antara kedua belah pihak dan bersifat mau
sama mau. Kemudian untuk mendapatkan kekuatan hukum dituangkan dalam bentuk
putusan perdamaian, karena berbentuk persetujuan, maka perdamaian harus tunduk
pada seluruh ketentuan mengenai persetujuan. Ketentuan pasal 1338 KUH Perdata
dinyatakan bahwa “setiap persetujuan adalah merupakan UU bagi mereka yang
membuatnya”, jadi persetujuan itu hanya mengikat hak daripadanya. Kemudian pasal
1338 ayat (3) KUH Perdata secara umum menentukan, bahwa segala persetujuan
harus dilakukan secara jujur dan itikad baik, tanpa unsur-unsur tersebut dapat
menimbulkan cacat pada persetujuan (M Yahya Harahap, 1995:273).

Di samping itu, akta perdamaian ialah merupakan akta yang ountentik, karena
dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang yakni hakim, Sebagaimana
Jazimnya akta-akta ountentik, Oleh Sudikno Mertokusumo (1993:128) dalam
bukunya menyatakan bahwa akta outentik memiliki 3 kekuatan pembuktian yaitu :

a  Kekuatan pembuktian formal
membuktikan antara pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis

dalam akta 1tu.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

b. Kekuatan pembuktian materiil
membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa dalam akta itu telah
terjadi.

¢. Kekuatan mengikat
membuktikan antara para pihak dengan pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut
dalam akta bersangkutan telah kepada pejabat yang berwenang dan menerangkan

apa yang ditulis diakta tersebut.

3.3 Akibat HHukum Yang Timbul Dari Adanya Akta Perdamaian

Apabila perdamaian para pihak dapat tercapai, biasanya dituangkan dalam
perjanjian dibawah tangan, maka berdasar perjanjian itu, hakim menjatubkan putusan
(acte van vergelijk), yang isinva mewajibkan pihak-pihak untuk melaksanakan isi
perjanjian perdamaian yang mereka buat (Riduan Syahrani, 1988:50).

Dengan demikian setelah putusan perdamaian dibacakan oleh hakim,
terhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang tetap
(inkracht van gewijsde), final sama putusan hakim pada tingkat penghabisan pasal
1858 KUH Perdata, dan mengikat para pihak yang bersengketa sebagaimana yang
tercantum dalam pasal 130 HIR dan 154 RB.g Bagi putusan perdamaian tertutup
terhadap pemeriksaan ulangan atau Banding dan tertutup upaya Kasasi bagl para

pihak yang bersengketa.

3.3.1 Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap

Putusan perdamaian atau dading disamakan seperti putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan tetap yang melekat kekuatan hukum tetap pada putusan
perdamaian yakni terdapat pada Undang-Undang sendiri, diatur dalam pasal 1858
yang menyebutkan bahwa

“Segala perdamaian mempunyai diantara pihak, kekuatan seperti suatu
putusan hakim dalam tingkat penghabisan” (R. Subekti dan R.
Tiitrosudibie, 1994 : 393).
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Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum seperti kekuatan putusan hakim
pada perkara biasa, juga tercantum dalam pasal 130 ayat (2) HIR yang berbunyi
“Jika perdamaian yang demikian itu tercapai, maka pada waktu sidang
diperbuat suatu ukta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum
untuk menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan
hukum tetap” (Victor M Situmorang, 1992 : 19).
Berdasar pada kedua pasal itu, meskipun kedua pasal diatas tidak persis sama
bunyi kekuatanuya, akan tetapi maksud dari kedua istilah itu sama dengan pengertian
umum bahwa putusan perdamaian serupa dengan “putusan hakim (pengadilan) yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap” (Victor M Situmorang, 1992:19).

3.3.2 Tertutup Upaya Banding Dan Kasasi

Adanya putusan perdamaian maka tertutup upaya hukum, baik Banding
maupun Kasasi. Sebagaimana tercantum dalam pasal 130 ayat (3) HIR menyatakan
bahwa :

“Tentang putusan yang demikian itu tidak diijinkan dimintakan Banding”.
Berdasar pada pasal diatas, pada ayat (2) pasal 130 HIR menyatakan bahwa hanya
putusan perdamaian yang sama nilainya dengan putusan pengadilan yang tetap. Hal
ini berarti hanya terhadap putusan perdamaian yang tertutup upaya 3anding dan
Flasasi, Namun sejajar dengan pengertian yang melekat pada suatu putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) HIR menegaskan bahwa terhadap putusan
perdamian tidak diijinkan Banding, yang arlinya sejak awal terhadap putusan
perdamatan tidak diperoleh pengajuan permintaan Banding, sebab saal putusan
perdamaian terwujud sudah melekat pada putusan perdamaian nilai kekuatan hukum
sesual putusan yang sudah mendapat kekuatan hukum tetap.

Menurut Retownlan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata (1995:161)

dalam bukunya menyatakan bahwa @ “putusan perdamaian adalah putusan terbaik.
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Dalam hal terjadi perdamaian di Pengadilan Tinggi perkara selesal sama sekali dan
putusan perdamaian itulah yang berlaku, yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pendapat  diatas mengemukakan bahwa peradilan ditingkat Banding
mempunyai kendala-kendala baik dari segi waktu, biaya maupun pelaksanaannya
bagi para pihak. Sehingga perdamaian masih merupakan putusan yang terbaik, lain
halnya perdamian yang dilakukan pada pengadilan tingkat pertama akan lebih baik
lagi. Oleh karcna perdamaian dapat menghemat ongkos perkara, mempermudali
pemeriksaan dan perdamaian dapat menghemat waktu, mempercepat penyelesaian
perkara dan menghindar putusan yang saling bertentangau, yaitu putusan pada
pengadilan tingkat pertama dan pada pengadilan ditahap selanjutnya bagi para pihak

yang bersengkela perdata di Pengadilan,

3.3.3 Mempunyai Kekuatan Eksekutorial Bagi Para Pihak

Pada akta perdamaian melekat dengan sendirinya kekuatan hukum yang
mengikat dan kekuatan hukum eksekusi bagi para pihak. Disim apabila perdamaian
antara para pilak telah dicapai, biasanya dituangkan dan perjanjian dibawal tangan,
maka berdasarkan perjenjian itu para pihak yang bersengketa itu, hakim menjatuhkan
putusan  (acte  var  vergelik) yang isinya  mewajibkan - pihak-pihakuntuk
melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang mercka buat (Riduan Syalwani,
1988:50).

Dengan demikian setelah putusan perdamaian dibacakan oleh hakim, maka
ferhitung sejak saat itu putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap (12
kracht van gewijsde), final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Bagi mercka
tidak ada jolan lain kecuali menaati isi putusan perdamaian itu. Pada dasarmya
pelaksanaan putusan perdamaian tergantung pada kesukarelaan pihak-pihak sebab 151
perdamaian itu merupakan hasil kesepakatan diantara mereka bersama sehingga
dalam pemenuhannya harus konsekwen. Hal itu seperti diafur dalam pasal 1858 F.UH

Perdata yang mienyebutkan bahwa
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“segala perdamaian mempunyai diantara pihak suatu kekuatan seperti suatu
putusan hakim dalam tingkat penghabisan” (R Subekti dan R.
Tiitrosudibio, 1994 : 393).
lagi pula terhadap putusan perdamaian tertutup upaya hukumm Banding dan Kasas.
Hal tersebut sesuai dengan pasal 130 ayat (3) yang ditegaskan dalam putusan
Makamah Agung tanggal 1 Agustus 1973 dalam perkara kasasi No. 1038 K/Sip/1972

yang antara lain menyatakan bahwa :

dengan adanya perdamaian pihak-pihak yang berperkara, maka perkara
perdata diantara mereka selesai secara tuntas sebab putusan perdamaian
dibuat oleh hakim, karena adanya perdamaian diantara pihak yang
berperkara itu sama kekuatannya dengan putusan pengadilan yang sudah
punya kekuatan hukum tetap (Basuki Reksowibowo, 1993:28).

Putusan perdamaian persis sama dengan putusan pengadilan yang memiliki
kekuatan hukum tetap, yang dalam dirinya dan melekat kekuatan hukum yang
mengikat terhadap para pihak, atau terhadap orang yang mendapat hak daripadanya.
Dimana para pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak, para pihak terfadap
harus mentaati dan melaksanakan sepenuhnya putusan perdamaian. Dengan demikian
terhadap putusan perdamaian berlaku ketentuan pasal 1338 dan pasal 1339 KUH
Perdata Pasal 1338 pada intinya menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta tidak
dapat ditarik kembali tanpa kata sepakat kedua belah pihak. Pada pasal inl juga
menyatakan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginan, hal
ini mencakup terhadap kebebasan perjanjian (Mariam Daros B, 1996:113).Sedang
dalam pasal 1339 KUH Perdata menyebutkan sebagal berikut:

“perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dinyatakan dengan
tegas didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu menurut sifat persetujuan
yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”

Pada dasamya kedua pasal tersebut sejalan dengan apa yang dite gaskan dalam
keputusan Makamah Agung tanggal 9 Nopember 1976 No. 1245 K/Sip/1974 yang
berbunyi :
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“Peluksanaan dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat didasarkan semata-
mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut, tapi juga berdasar sifat obyek
persetujuan serta tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian/bestending
en gebruikelijk beding” (M. Yahya Harahap, 1995:280).

Dari uraian diatas, maka bila isi putusan perdamaian tidak dilaksanakan secara
sukarela oleh salah satu pihak, pihak yang merasa dirugikan dapat secara langsung
mengajukan permohonan cksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang
menjatuhkan putusan perdamaian itu. Hal ini merupakan jalan terakhir dan satu-
satunya yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat tidak
dilaksanakannya putusan perdamaian itu oleh pihak lain.

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, maka
putusan perdamain itu mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya apabila salah satu
pihak enggan melaksanakan is: keputusan perdamaian secara sukarela, pihak yang
lain dapat mengajukan permohonan cksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri,
supaya pihak yang ingkar janji tadi dipaksa memenuhi igi putusan perdamaian itu,
dan jika perlu dapat meminta bantuan kekuasaan umum. Semua ketentuan eksekusi
terhadap putusan pengadilan  yang telah berkekuatan hukum tetap, berlaku
sepenuhnya Ie.:-'.lmdap eksekugi putusan perdamaian.

Bilu terhadap putusan perdamaian teleh digjukan permohonan eksekusinya
oleh salah satu pihak yang berperkara sepatutnya Pengadilan Neger1 secara
konsekwen melaksanakannya demi lerjaganya asas kepastian hukum putusan
nengadilan benar-benar dapat dijalankan. Permohonan eksekusi diajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri setempal dimana putusan perdamaian itu diputus, dengan
membayar biaya-biaya eksekusi, Berdasar permohonan eksekusi tersebul selanjutnya
Ketua pengadilan negeri akan mengirimkan surat peringatan (eanmaning) kepada
termohon cksekusi agar bersedia secara sukarela melaksanakan isi  putusan
perdamaian itu. Bila telah menerima peringatan, termohon eksekusi bersedia
memenuhi isi putusan perdamaian maka eksekusi udak perlu lagi dilanjutkan. Kecuali

meskipun telah mendapal aanmaning ternyata termohon eksekusi tidak menunjukan
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tanda-tanda akan memenuhi isi putusan perdamaian, Ketua Pengadilan Negeri akan
membuat surat penetapan eksekusi agar dilaksanakan oleh juru sita pengadilan.
Dibandingkan eksekusi putusan perdamaian dengan putusan pengadilan biasa,
maka putusan perdamaian sangat menguntungkan para pihak. Eksekusi putusan
pengadilan biasa melalui proses yang panjang, maka eksekusi keputusan perdamaian

memerlukan waktu dan biaya yang relatif lebih cepat, ringan dan lebih sederhana

3.4 Kajian Putusan Perdamaian No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr.
4. Sebab-sebab terjadinya perdamaian
Ada beberapa hal yang melatar belakangi timbulnya perjanjian perdamaian
adalah:
1. Para pihak yang berperkara dapat menyelesaikan sengketanya secara final,
pada akhimya menghemat banyak waktu, tenaga dan biaya yang akan

dikeluarkan oleh merska guna mengakhiri perkaranya

[

Dengan alasan ekonomi, misalnya dalam hal sengketa utang piutang, maka
dengan alasan ekonomi pihak penggugat mau menerima tawaran pihak
tergugat, daripada penggugat menempuh jalan persidangan yang memakan
waktu lama dan biaya yang dikeluarkan tidak sedikit.

3. Untuk tetap menjaga hubungan baik antara pihak penggugat dengan pihak
tergugat yang sebelumnya terjadi diantara mereka itu.

4. Para pihak kemudian menyadari bahwa sengketa diantara mereka hanya
berawal dari tidak terpenuhinya hak dan kewajiban diantara mereka. Sehingga
jalan penyelesaian yang efektif dan praktis adalah melalui perdamaian.

Berdasar hal diatas dapat dilihat bahwa para pihak yang berperkara bersedia

mengorbankan secara timbal balik atas hak-hak yang dituntut mereka dengan cara
membuat persetujuan perdamaian guna mengakhiri sengketa perdata diantara pihak-
pihak yang berperkara. karena apabila mereka terus berperkara dan diputus melalui

putusan akhir di pengadilan justru akan merugikan mereka.
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Adapun faktor penyebab terjadinya persenjuan perdamaian dalam kasus
perkara No. 106/Pdt.G/1999/PN.Jr, dapat ditinjau dua belah pihak yang terlibat
langsung dalam proses penyelesaian sengketa perdata, yaitu :

- Pihak-pihak yang berperkara

Kasus perkara No.106/Pdt. G/1999/PN.Jr ini mengenai gugatan perdata dan
sita jaminan, yang melatar belakangi timbulnya persetujuan perdamian adalah pihak-
pihak yang terlibat dengan kesadaran sendiri melakukan kesepakatan agar perkaranya
' tidak berlarut-larut dan lama dalam penyelesaiannya, tak kalah penting adalah niat
untuk memulihkan kembali hubungan seperti sebelum ada sengketa di Pengadilan
Negeri Jember.

Para pihak baik M. Hafidz sebagai Penggugat dan HMZ Anshori sebagai
Tergugat sepakat memenuhi hak dan kewajibannya dalam tukar-menukar mobil
Panther dan Charrade, seperti yang telah disepakati sebelumnya. Jalannya perkara
sendiri sudah memasuki pemeriksaan dalam sidang pengadilan, berawal dari
masuknya gugatan sampai pada pemeriksaan saksi-saksi. Setelah tahap inilah
diketahui duduk perkara yang sebenamya dan kedua belah pihak memilih jalan damai
dalam menyelesaikan sengketa diantara mereka itu.

Hal ini lebih baik daripada diputus oleh hakim maka akan ada yang kalah dan
ada yang menang, untuk hal ini dengan alasan agar dapat menghemat, efesien dan
praktis penyelesaian perkaranya, serta memulihkan ken"sbali hubungan yang ada.
Mereka sepakat membuat persetujuan perdamaian meskipun akan terjadi
pengorbanan timbal balik.

Abdulkadir Muhammad (1990:106) dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Ratio dari usaha perdamaian itu adalah untuk mencegah kemungkinan
timbulnya suasana permusuhan dikemudian hari antara pihak-pihak yang

berperkara karena keputusan hakim”.
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- Peranan Hakim

Tindakan pertama dari hakim setelah persidangan dibuka dan terbuka untuk
umum, pada sidang pertama hakim harus mendamaikan kedua belah pihak. Bahkan
bukan terbatas pada sidang pertama saja, selama proses berjalan usaha perdamaian itu
sebaiknya harus tetap menjadi cita-cita hakim yang baik. Pada kasus perdamaian No.
106/Pdt.G/1999/PN.Jr. peranan hakim tidak hanya terhadap sidang pertama, tetapi
juga pada saat proses pemeriksaan sidang sedang berjalan dan kedua belah pihak
dalam kenyataannya mau menurutinys. Namun peranan hakim dalam mendamaikan
para pihak itu juga memperhatikan

| Hakim harus benar-benar mengetahui pihak-pihak yang bersengketa
mengenai duduk perkara dan latar belakangnya.

2 Benar-benar mengetahui obyek-obyek yang menjadi sengketa atau benar-
benar merupakan hak dari pihak-pihak yang bersangkutan itu.

3 Pada waktu akta perdamaian dibuat haruslah menghadirkan pihak-pihak
prinsipil guna menghindari kelebihan dari apa yang benar-benar
disengketakan oleh kuasa hukum mereka.

4. Materi dari akta perdamaian itu harus jelas agar dapat dilaksanakan eksekusi,
misalnya apabila pada pembayaran, haruslah jelas tentang kapan waktu
pembayaran. Jika terjadi keterlambatan maka dapat dibebankan biaya
keterlambatannya untuk setiap hari atau pada waktu ftertentu yang telah
disepakati bersama, selanjutnya diajukan eksekusi oleh pemohon eksekusi.

Setelah kedua belah pihak tercapai persetujuan perdamaian maka dibuat sural
persetujuan perdamaian didepan hakim dan ditanda tangani para pihak dan gaksl.
Agar persetujuan perdamaian mempunyai kekuatan yang tetap, kemudian hakim
berperan aktif dipersidangan untuk merumuskan persetujuan perdamaian dalam akta
perdamaiai.

(Wawancara dan konsultasi dengan Bapak Hakim Muhamad Hatta, S.H.
dirnang Hakim Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 April 2000).
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b. Sifat hukum dan akibat hukum dari akta perdamaian  No.
106/Pdt.G/1999/PN.Jr.

Persetujuan perdamaian terhadap kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur
formal dari syarat sahnya perjanjian (pasal 130 H.LR). Kedua belah pihak dengan
kesadaran sendiri atan mau sama mat {elah membuat persetujuan dan tanpa paksaan
dari siapapun. Hal ini menjadikan pard pihak harus mentaati isi perjanjian yang
mereka buat itu (pasal 1338 KUl Perdata) secara ikhlas dan sukarela
melaksanakannya

Pada dasarnya isi persetujuan perdamaian dalam akta perdamaian No.
106/Pdt.G/1999/PN.Jr pada intinya meliputi :

1. Pihak penggugat memenuhi kewajibannya atas sisa pembayaran terhutang
dari tukar menukar mobil dengan pthak tergugat.
3 Demikian pula pihak tergugat imemenuhi  kewajibannya menyerahkan
BPEB Izusu Panther No. P.1571 RJ kepada penggugal.
3. Biaya perkara ditanggungkan kepada pihak penggugat
Selanjutnya  dari is1 perdamaian tersecbut  hakim pengadilan memutus untuk
menghukum kedua belah pihak untuk mentaatinya, tertuang dalam akta perdamaian
No. 106/Pdt.G/1999/Pn.Jr pada Pengadilan Negeri Jember.
- Akibat Hukum

Akibat hukum vang timbul dari kasus ini adalah pihak tergugat maupun pihak
tergugat tidak dapat mengupayakan Banding dan Kasasi (pasal 130 ayat (3) HIR).
Akta perdamaian yang mereka buat dalam sidang pengadilan telah melekat dengan
gendirinya kekuatan hukum tetap (pasal 130 ayat (2) HIR). Sehingga menimbulkan
kekuatan eksekutorial bagi para pihak.

Kekuatan eksekutorial  yang melekat Padu Akta Perdamaian No.
106/Pdt.G/1999/PN.Jr adalah : |

1. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati dan melaksanakan 18]
perdamaian i1tu secara sukarela atan secara eksekusi bila diantara pihak tidak

mau secara sukarela mentaatinya Karena bersifat menghukum (condem
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warotr) vang melekat maka dapal dijalankan eksekusi (M Yahya Harahap,
1995:111).

7 Fkeekusi yang dapat dijalankan dalam kasus ini adalah eksekusi riil dan
cksekusi pembayaran sejumlah uang Eksekusi riil yaitu terhadap
menyerahkan suatu barang, pihak tergugat menyerahkan BPKB dan surat-
surat kendaraan Panthemya. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, Dimana
piliak penggugat dihukum untuk melunasi sisa pembayaran dari pertukaran
mobil tersebut sampai pada waktu yang telah ditetapkan. Jika penggugal
tidak mentastinya maka pihak tergugat dapat mengajukan permohonan
eksekusi kepada Pengadilan Neger Jember sebagai tempat terjadinya
persidangan.

Jadi berdasarkan uraian diatas terhadap perbuatan dan pemenuhan putusan
perdamaian sama halnya dengan penataan putusat pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

. Pertama, peraturan dan pemenuhan dapat dilakukan secara sukarela

. Kedua, penataan dan pemenuhannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila

salah satu pihak enggan mentaati dan memenuhinya secara sukarela.

Pendeknya terhadap semua ketentuan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap, berlaku sepenuhnya terhadap eksekusi putusan perdamaian (M Yahya
Harahap, 1995:280-281).
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai kegiatan akhir dari penyusun dalam skripsi ini, adalah
penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah
tersusun dalam Bab-Bab sebelumnya. Kesimpulan ini merupakan
ringkasan secara umum dalam penulisan ini. Adapun hasil ringkasan atau
kesimpulan dan saran-saran tersebut dapat dibaca dalam uraian sebagai
berikut :

4.1 Kesimpulan

Bertitik tolak pada penulisan tentang perdamaian (dading) terhadap
penyelesaian perkara dalam sengketa perdata pada Pengadilan Tingkat
Pertama, sebagaimana telah disebutkan dalam Bab-Bab terdahulu, maka
setelah mempelajari secara terperinci selanjutnya diperoleh kesimpulan :
1. Perdamaian dilatar belakangi oleh adanya jaminan hukum terhadap

para pihak dalam penyelesaian perkara sengketa perdata secara
tuntas, karena dengan perdamaian sengketa dapat segera berakhir
dan hubungan yang sebelumnya putus dapat sambung kembali
terlebih jika pthak yang berperkara masih ada hubungan keluarga,
sebaliknya tanpa adanya perdamaian maka perkara akan terus
berlanjut. Keuntungan lain dari tercapainya perdamaian yaitu :

a. Dengan perdamaian dapat menghemat ongkos perkara,
mempermudah pemeriksaan, sehingga menghemat waktu,
mempercepat penyelesaian perkara sengketa dan menghindari
putusan yang saling bertentangan pada proses persidangan bagi

para pihak.
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b. Proses beracara di pengadilan dengan perdamaian lebih mudah
dan sederhana, tidak berbelit-belit yang dapat menyebabkan
perkara sampai berlarut-larut.

¢. Perdamaian akan memulihkan hubungan antara pihak vyang
sebelumnya telah retak atau putus karena perkara tersebut.

Sifat hukum dari akta perdamaian adalah perdamaian dilakukan atas

dasar mau sama mau, secara sukarela dan tanpa adanya paksaan.

Mengikat kepada kedua belah pihak dan hakim dalam putusannya

menghukum untuk mentaati isi persetujuan perdamaian antara

mereka itu.

Adapun akibat hukum yang timbul dari akta perdamaian di

pengadilan, yaitu :

a. Suatu putusan mempunyai kekuatan hukum yang telah final dan
mengikat antara pihak yang berperkara sejak putusan itu
dibacakan oleh hakim didalam sidang yang terbuka untuk umum.

b. Putusan perdamaian sama dengan putusan pengadilan biasa yang
berkekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga putusan
perdamaian itu mempunyai kekuatan eksekutorial.

¢. Putusan perdamaian tidak dapat diajukan Banding oleh para pihak
yang berperkara, sehingga para pihak harus secara sukarela
melaksanakanunya.

Persetujuan perdamaian dalam perkara Ne. 106/Pdt.G/1999/PN .Jr

menjadi penyelesaian terbaik yang dikehendaki para pihak yang

bersengketa. Disamping itu peranan dan anjuran dari hakim untuk
menyelesaikan sengketa dengan damai, oleh karena dengan akta
perdamaian sengketa telah berakhir sama sekali secara cepat, dan
terhormat, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Putusan
perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hukum

biasa.
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4.2 Saran

Setelah penyusun memberikan kesimpulan, maka pada bagian akhir

skripsi ini memberikan saran sebagai berikut :

p )

Dalum‘ membuat perjanjian perdamaian diharapkan para pihak
berhati-hati dan sangat jeli karena persetujuan perdamaian ini
apabila diputus dengan putusan perdamaian tidak akan ada upaya
hukum iagi baik upaya hukum Banding mupun Kasasi.

Perlu adanya kerjusama diantara badan peradilan dengan lembaga-
lembaga peradilan dalam memberikan penyuluhan hukum kepada
masyarakat. Kerjasama tersebut bisa berupa meningkatan
pengenalan dan menfaat perdamaian melalui Badan Bantuan
Hukum, yang secara langsung berhubungan dengan pencari
keadilan., Demikian juga terhadap peningkatan mutu pendidikan
hukum kepada mahasiswa yang skan melaksanakan KKN, sehingga
masyarakat desa dilokasi FKKN dapat penyuluhan hukum yang
memadai.

Hukim dalam memimpin sidang haruslah benuar-benar sccara aktufl
mengupayakan perdamaian baik sidang pertamma ataupun perkara
sucdah berjalan dipersidangan dengan menanamkan pengertian,

nasihat, saran-saran dan manfaat perdamaian bagi para pihak.
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Jember, Tanggal 26 Agustus 19933
Ke pada Yang Terhormat,

Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Jemwber

Di Jember.

Perihal : Gugatan Perdata dan

permorionan Sita Jaminan

Dengan Hormat,

Yang vertanda tangan dibawak ini

" M HAFIDZ ®
Beralamat diJalan Xepodang No. 10 Bintoro, Jember
yang dalam hal ini mohon disebut sebagai "PINGGUGAT™
Dan hendak menga jukan gugatan perdata terhadap

" HMZ ANSHORI, S.H
Beralamat diJalan Karimata Gang II/07 Jemver.
untuk selanjutnya mohon disebut sebazai "'ZRGUGAT™

Adapun yang menjadi Duduk Persoalannya adalah sebagai
berikut @

1. Bahwa tepalnya tanggal 18 Pebruari 1999, antara peng-
gugat dengan tergugzat telah terjadi kesepakatan tukar
menu<ar kendaraan bermontor, dimana pengsugat memili-
®xi kendaraan jenis Charrade dengan Nomor Polisi P.755
RB dengan nilai jual Rp 12,000,000,-, yang kemudian -
tergugat memiliki kendaraan jenis Panther dengan ~
Nopol P.1571.RJ, dengan nilai jual Rp 41.500.000,-
Dalam tukar menuxar kendaraan tersebut telah terjadi-
42 sepakatan bahwa penggugat disamping menyerahkan ken
daraannya toersebut juga menambah uang tunai sebesar -
Rp 29.500,000,~3 4

2. Bahwa selanjulnya penggugat menyerahkan kendaraan -
Charade dan uang tunai sebagai tanda jadi sebesar Rp
500.000,- lengkap denszan surat-suratnya, sa2dangkan =
tergugat hanya menyerahkan kendaraan Fanthernya tanpa

dilengkapi surat-suratnya ;
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Bahwa kemudian pada tanggal 22 Febrmari 1999, ter -
gugat datang kerumah penggugat untuk mengambil sisa
uangnya, dan pada waktu itu rengpgugat menyerahkan -
kepada tersupmat sebesar Rp 9.500.000, sedangkan BYYB
nya masih belum jugs diserahkan k2pada penpzugat;
Bahwa ternyata setelah kendaraan Fanther tersebut di
pakai oleh penggugat baru mencayai jarak kurang le-
bih 2 Km kendaraan tersebut seperti ada kelainan pada
mesinnya (rusak) yanz pada akhirnya kendaraan terse -
but masuk bengkel, dan dalam perbaikannya pengzugat
mengeluarkan bilaya sebesar Rp 2,.956.500,- yang sehaw
rugsnya biaya rperbaikan tersebut adalah merupakan tang
rung Jjawab tergugat

Banwa pada tangzal 1 Maret 1999, tergugatl datang lagi
kerumah pengpguzat untuk mengambil uang lagi sebesar -
Rp 3000,000,- (Tiga juta rupiah) ;

Bahwa gelanjutnya pada tanggal 10 Maret 1999, yaitu
empat hari lebih awal dari akhir perjanjian perlunas
an, pengsugat telah menyediakan kauangannya sebesar -
Rp 14,000,000, untuk diserahkan kepada tergugat seba-
a2l tanda pelunasan, akan tetapi tarpguzat menolak da2-
pan alasan masih mau bermusyawarah dengan pihak ke -
luarganya, akhirnya tidak diperoleh kesepakatan, dan
untuk sementara targuzat minta agar penggupgat menve-
rahikan uang sebesar Rp 10.000,000,- akan tetapi BPKB
kondaraan Fanther tersebut belum juga diserahkan ke-
pada penggugat ;

Bahwa total keseluruhan vang penggugat yang telah

[eH
(oY

terima tergugat sebesar Rp 37.556.500,- (Termasuk -
piaya perbaikan dan nilai jual kendaraan Tharrade -
milik penggugat) ;
Bahwa atas ulah dan perbuatan lerguzat, pihak pengsu
gat tidak dapat memperpanjang 3INKB kendaraan Fanther
tersabut karena telah diblokir oleh piha% tergugat,-
s2liingza uang anak pengunaan dan remakaian kendaraan
tersebut terbatas, maka dengan demikian hal tersebut
sangat merugikan kepentingaa pihak pengguszat g

¥
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3ahwa karena pembloxiran terhadap perpanjangan 3TNKB
weondaraan Panther terssebut adalah atas kehendak reka
yasa dari pihak tergugat, maka dengan demikian per -~
nuatan tergugat jelas-jelas merupakan suatlu perbuat-
an yang melawan hukum dan sangat merugikan kepentinzan

penggugat ;

Ratwa oleh karena sampai saat ini, kesepakatan antara
penggugat dan tergugat belum terpenuhi, karena semua-
itu ulah dari tergugat sendiri, maka dengan ini penggu
surat minta agar seluruh keuangan yang telah diterima
oleh tersugat, termisux biaya perbaikan mobil Panther
tersebut diserahkan kembali kepada pihak penggugat se
cara kontan sskaligus, yang total seluruhnya Rp 37.556

.500 , =

3ahwa dalam hal ini, pihak pengsugal juga meaga jukan -
tuntutan santi rugi keuangan baik ssecara moril maupun
secara materiil, yaitu :

- Secara Moriil sebesar Rp 15.000,000,-

- Secara Materiil sebesar Rp 10,000,000 ,-

Jumlah tuntutan ganti rugi Rp 25.000.000,~
ying harus ditanggung sepenuhnya oleh tergugat, karena
itu semua adalah merupakan ulah dan rekayasa ‘ergugat-
yanyg telah mempersulit pemggugat ;

]

Bahwa untulk memenuhi maksud dan tujuan tuniutan, Ter -
qugat tersebut terhutang pengembalian keuangan penggu-
rat sebesar Rp 37.556.500,- dun tuntutan ganti kerugi-
Zian yéng diperkirakan sebesar Rp 25.000,000,- maka -
penggurat mohon agar lengadilan Negeri Jember berkenan
meletakan sita jaminan (CB) terhadap barang-barang tidak
bergerak alau barang-barang bergerak sampai Jjumlah men-
cukupi untuk memenuhi pelaksanaan putusan pengadilan -
dalam perkara ini nanti;
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Atau

Bahwa olch karena gugatlan penggupat ini didasar
kan pada alasan-alasan hukum dan didukung d=2ngan
bukti-bug«ti yiang benar dan akhurat, maka berda -
sar ketentuan pasal 130 (1) HIR, Pengadilan Negeri
dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanalkan
terlebih dahulu, walaupun ada Verset, Banding, -
dan kasasi ;

Berdasar hal-hal dan uraian terssbut diatas -
maka bersama dengan ini dengan hrormat pengrugat -
mohon agar Pengadilan Negeri Jember memangzil ke-
dua belah pihalk yang berperkara tzrsebut, untuk -
selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili dang
an putusan sebagai verikut :

1. Mengabulkan gugatan sacara keseluruhan ;
2. Menyatakan sah dan berharga apabila sudah di -
laksanakan, 3ita Jaminan (78) barang-barang ber
gerak maupun tidak bergerak milik tergugat ;
3. Menyatakan batal demi hukum kesepakatan yang -
telah dibuat oleh penggugat dan terszuszat ;
4. Menghukum terguiat untuk menyerahkan uang yang
telah diterimanya kepada penggugat seb2sar Rp
37.556.500,~ sacara kontan sekaligus ;
5. Menghukum terpgusgat untuk membayar tun utan gan
ti rugi kepada penggugat baik secara moriil -
ataupun Materiil sebesar Rp 25,000,000,- ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di
laksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya
hukum banding dan kasasi ;

7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dar perkara ini ;

Penggugat mohon putusan seadil-adilnya verda-
sar keadilan dan kebenaran yang senya tanya,

Hormat kami Penggugat,

M. HAFIDZ
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AKTA PuRDAMATAN

NOMOR : 106/Pdt.3/1999/FN.Jr.

———————— Pada hari ini : Kamis, Tangzal : 30 Desember 1939 ---
pada sidang terhbuka Pengadilan Negeri Jember yang mameriksa --
dan mensadili perkara-perkara perdata, talah datang m2ng —----
hadap ¢ ==—-——mmmmmo e S e i et i e e e S

M., HARIDZ, Fekerjaan Guru, pertempat tinggzal didalan Kepodang-
——————————— No. 10 Jember, diszbutl 3ebagai —-—-====- Pengguzat

————— ——— g T W e . ———— Dan P o o - — e —— -

H, ANSHORI, Pekerjaan Pepawai Negeri 3ipil, bertempat tinggal-

A ARSI di Jalan Karimata Gang II/07 Jeber, selanjulnya--
di sebut sSebazal ~=ecccmermceccmee———— LERGUGAT g

yanz mensrangkaa baliwa kedua belah pihak b2rsedia dan mau ----
mangak?iri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimaju.-
kan dalam surat gugatanya tertanggal 26 Agustus 1999 dan t:lah

terdaftar di Kepaniteraan Pensadilan Negeri Jember tangral ---
30 Apustus 1999 densan jalan perdamaian dan unluk itu telah -=-

mengadakan persetujuan sebagal beriiut ; e—cccccccca--- ———————
_____________________ Bt ) N S S R Seee—m— |
Pihak Penggugat membayar Kontan alas sisa Keuangan —--—-—=--—--
Rp 6.500.000,= (Bnam juta lima ra.us ribu rupizh) k:pada =—=-—--
pihak Terzugat § =—mccec e e ——————— ——————— e
PRSI, . S A PRl W SR NSRS S . [———

Demikian pula pihak terguzat menyerahkan BPKB asli mobil ==-—=
Isuzu Panther P.1571 RJ. kepada pihak Tenniuiat ——-eecmecccmeeaa-

o e 1 e o 0 S e 0 kv i it g W )| ot i S o . 1 s S e " g s Y 0§ e s

Bahwa sepala biaya yang berhubungan dengan perkara Nomor : —=-—

106/Pdt,3/1999/1N.Jr. Sepenuhnya ditangzung oleh pihak =——ee=-

Penggum bl § =—e—em——- s SR R . N RSt - W - S TN

w——-w—e- Domikian surat pernyataan damai ini dibuat —ecemccomee
oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat lahir dan vathin --

tanpa alda paksaan dari pihak manapun juga ; =eee-cmeeccmmccoman
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Tmsere-= Satalah Persetujuan tersebut dibuatkan Akta ini dan
dibacaican ke pada kedua belakh pinak, maka nereka MASINE wece—
masing menyatalkan menyetujui selupryh isi Akta R

---------- Selan jutnya Pengadilan Negeri Jember menjatuhitan —-
Putusan Sebagai verikut . _____--,___-"___m_____m_h_-_wh“,__

............... Sm=mme—— e DUTUSAN ;__--__-__wﬁﬁ-"*hu.nﬁ__n____

DEMI KUADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA BSA e caae
TTT==--~ Pengadilan Neogari tarsebyt H T e i
Ter—w==~- Setelah mendencar Persetujuan di kedys belah pihai

tersabut diatas : D e . . TR g ————— e
--------- Memperhatikan Msal 130 H.I.R Serta BAB IX darj —__
Reglemant Indona eig yanzg diporbahapyj dan reraturan JAHE
barsangicutan M T R N & e

_...._...-._-._.._-—-.-._-.--._—..-._- PMOADILY oo
ML

T TT=~~~ Monghukum keduys belah pihak untuk mentaatj Per ——-o
setujuan yang telah disepakatj itu ; T e
TTm=s = Meaghukum Penggugat untuk membayar 0NZkos perkara-——
ini yang ditaksirp Sampai pada sgagt ini sebesar Rp 121.000,--
(seratus dya pPuluh satu ripy BUOESR) = cicma s _SC— A

-------- Demicianlah Jdiputuskan pada hari T e Kamis, Tangsal
30 Desompar 1999, oleh Majelis Hakinp yang terdiri dapj ! ———
BAMBA NG 30 SRJONO Wy S H 5. Sebagai Hakim Ketua, WILLZM DIART -~
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Dan ARTL® SUTRATHMAN, S.H., masing-masing sebagal nalkkim ~ee=-
angrota, dan hari itu juga putusan terseout diucapkan oleh--
Katua diparsidangan yang terouka untuk umum dengan dihadiri-
oleh para Hakim Anggota, 5RI BOIRIYAH, 5.0, Panitera ——w=- -~
Pengpinti serta kedua pelah pihak yang peryerkara § —-===—-=

Ha<im Ketua Maj=lis

Haxim Angzota :

Vo MILLBW DIARE ,» S.13 SAMBANG 30 IRJONO ¥,8.H.

2. ARIZF SUPRATMAN, S.H.

Panitera Fengganti

B SRI HOIRIYAH, S.H,

Biaya-biayanya :
Biaya Administrasi ....eeseeee-.. Rp 30.000.-
Ongkos Panggilan s.esssanecanssas b 86.000 ,~
Materi PutUBAN "edlss ms sis b v os o v« BE 24000 ,~
Redaksi Putusan ..ceseescessssees Rp 3,000,=
Jumlah Rp 121.000,~

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)
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